
I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindak pidana yang berlangsung lintas negara baik yang merupakan tindak pidana

terhadap kekayaan negara maupun transnational crime menunjukkan perkembangan

yang cukup signifikan baik secara kualitas maupun kuantitas serta menjadi isu dalam

berbagai pertemuan regional maupun internasional. Beberapa aspek terkait dengan

perkembangan kejahatan, antara lain: munculnya bentuk-bentuk tindak pidana baru,

semakin kompleksnya modus operandi, semakin canggihnya peralatan yang

digunakan oleh pelaku kejahatan, semakin luasnya lingkup wilayah operasi kejahatan,

tidak terbatas pada satu negara akan tetapi juga lintas negara. Saat ini dan masa

mendatang, tidak ada satupun negara di dunia yang bebas dari ancaman kejahatan

lintas negara.

Tindak pidana lintas negara di Indonesia tergolong sebagai tindak pidana yang sangat

berpotensi terjadi, karena beberapa faktor sebagai berikut: Pertama, Bentuk Negara

Kepulauan dengan pantai terbuka. Kedua, Posisi silang wilayah Indonesia sebagai

jalur perlintasan perdagangan dunia. Ketiga, Jumlah penduduk Indonesia yang sangat

besar dan sebagai sumber pengirim Tenaga Kerja. Keempat, Sistem perdagangan

bebas yang semakin terbuka. Kelima, Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum

(http://www.google.co.id/20042011).
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Bentuk negara kepulauan dengan pantai terbuka wilayah perairan mengandung arti

bahwa wilayah Perairan Indonesia yang merupakan 2/3 bagian wilayah Indonesia

sebagai Negara Kepulauan, mencakup perairan kedaulatan dan yurisdiksi nasional,

seluas kurang lebih 6 juta kilometer persegi. Upaya pengawasan dan pengamanan

melalui tindakan pemberantasan yang dilakukan oleh Polri terhadap kegiatan

eksplorasi dan eksploitasi sumber daya laut termasuk sumber daya perikanan di

wilayah perairan nasional, merupakan bagian penting dari upaya dukungan terhadap

pembangunan ekonomi nasional dan bagi peningkatan kesejahteraan rakyat.

Berkaitan dengan pengawasan dan pengamanan tersebut, fokus upaya harus

mencakup: pemberantasan penangkapan ikan secara tidak sah (Tanpa Ijin,

Penyalahgunaan ijin meliputi daluwarsa, penangkapan ikan secara liar, alat tangkap),

pengangkutan hasil tangkapan (Entry Point dan Exit point, Transhipment), bentuk-

bentuk pelanggaran terkait lainnya.

(http://www.google.co.id/20042011).

Tindak pidana terhadap kekayaan negara salah satunya adalah illegal fishing yang

dapat berlangsung lintas negara di samping sangat merugikan negara dan masyarakat

juga berpotensi merusak lingkungan yang membahayakan keberlangsungan tidak

hanya generasi sekarang, melainkan juga generasi mendatang. Penegakan hukum

melalui tindakan pemberantasan terhadap tindak pidana kekayaan negara dan

kejahatan transnational merupakan wujud nyata penyelamatan kekayaan negara dan

membangun iklim persaingan usaha maupun investasi yang sehat yang pada akhirnya
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akan bermuara pada meningkatnya kemakmuran rakyat dan citra Indonesia di dunia

internasional.

Penegakan hukum melalui tindakan pemberantasan terhadap praktek illegal fishing di

wilayah perairan Indonesia yang dilakukan oleh Polri khususnya di selat malaka

merupakan suatu tindakan untuk meminta pertanggungjawaban pelaku dengan tujuan

terselamatkanya kekayaan negara. Untuk dapat dimintakannya pertanggungjawaban

pelaku kejahatan illegal fishing tentunya harus dimulai dengan kriminalisasi yang

menyatakan bahwa perbuatan pelaku sebagai suatu tindak pidana dan merupakan

dasar untuk melakukan penyidikan dalam rangka penegakan hukum, norma dasar

penegkan hukum pidana yang dianut dalam konsepsi hukum pidana Indonesia yakni

berlandaskan KUHAP yang mensyaratkan suatu perbuatan tidak dapat dipidana

kecuali berdasarkan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada sebelum

perbuatan dilakukan. Rumusan tersebut mengandung unsur antara lain: Pertama,

hukum pidana harus bersumber pada undang-undang, asas ini disebut asas legalitas

(lege), karena penguasa dalam melaksanakan tugas peradilan terkait ketentuan

perundang-undangan maka akan terhindar dari kesewenang-wenangan atau penilaian

pribadi seenaknya, hal ini berarti terdapat kepastian hukum bagi setiap pencari

keadilan yang juga terikat kepada ketentuan perundang-undangan tersebut. Kedua,

asas bahwa ketentuan pidana dalam undang-undang tidak boleh berlaku surut (asas

non retroaktif). (Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, perkembangan

dan penanggulangan kejahatan Terhadap kekayaan negara dan Kejahatan

transnasional, Jakarta september 2008:3)
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Arti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku kejahatan illegal fishing adalah

tertanggulangi kejahatan terhadap kekayaan negara yang wajib untuk dilindungi,

namun dalam praktek penegakan hukum dibandingkan dengan jumlah kerugian

negara yang mencapai angka Rp. 30 Triliun per tahun kurang efektif. Adapun catatan

penanganan kasus illegal fishing tergambar bahwa tindak pidana illegal fishing yang

diungkap sebanyak 429 kasus, diselesaikan 268 kasus. Kasus dimaksud antara lain

Kasus M.V.Golden Blessings (Bendera Philiphina), Putusan Pengadila Negeri

Jayapura 28 Februari 2007 denda Rp 500 Juta, Subsider 6 bulan penjara, barang bukti

dikembalikan kepada pemilik (JPU banding), Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura

Nomor 24/Pid.B/2007/PT.JPR 5 Oktober 2007, pidana denda Rp 500 Juta, Subsider 6

bulan kurungan, Barang bukti Kapal beserta kelengkapan dan uang hasil lelang ikan

tuna 200 ton seharga Rp 210 Juta dirampas untuk negara (terdakwa kasasi). (Ansory,

Lemahnya Penegakan Hukum Trehadap Pelaku Illegal Fishing,

http://www.yahoo.co.id/12042011)

Berdasarkan rumusan Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, tindak

pidana illegal fishing secara keseluruhan adalah menangkap ikan atau memungut ikan

yang berasal dari kawasan perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang

berwenang, mengelola dan atau membudidayakan ikan yang berasal dari kawasan

perikanan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang, mengangkut,

menguasai, atau memiliki hasil perikanan tanpa melengkapi surat keterangan sahnya

pelayaran hasil perikanan berupa ikan, membawa alat-alat dan atau bahan-bahan

lainnya yang digunakan dalam penangkapan dan atau pengelolaan perikanan di

kawasan pengelolaan perikanan tanpa izin pejabat yang berwenang. Menyangkut
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sanksi pidana terhadap pelaku illegal fishing Undang-Undang No. 31 Tahun 2004

khusunya pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang yang dengan sengaja di

wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia melakukan penangkapan ikan dan

atau pembudidayaan ikan dengan menggunakan bahan kimia, bahan biologis, bahan

peledak, alat dan atau cara, dan atau bangunan yang dapat merugikan dan atau

membahayakan kelestarian sumber daya ikan dan atau lingkungannya sebagaimana

dimaksud dalam pasal 8 ayat (1) dipidana dengan penjara paling lama 6 (enam) tahun

dan denda paling banyak Rp 1. 200.000.000 (satu miliar dua ratus juta rupiah)”.

Berdasarkan pengertian ini dapat diklasifikasi bahwa pencurian ikan (ilegal fishing)

adalah pencurian yang dilakukan karena menangkap ikan tanpa SIUP dan SIPI,

menggunakan bahan peledak, bahan beracun, bahan berbahaya dan lainnya yang

mengakibatkan kerusakan dan kepunahan sumber daya ikan.

Menyangkut bentuk dan sanksi tindak pidana illegal fishing dapat dirumuskan unsur

bahwa pokok subyek dan obyeknya adalah : Setiap orang ; dengan sengaja termuat

pada Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4). Dan karena kelalaiannya

termuat dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) melanggar ketentuan

(melawan hukum) ; sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1), ayat (2), ayat (3),

dan ayat (4). Tindak pidana illegal fishing juga merupakan pelanggaran atas Undang-

Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (3) dan aturan kepidanaannya dirumuskan dalam

Pasal 262-265 ayat (4) KUHP Tentang Kejahatan Pencurian, dengan hukuman

terberatnya adalah hukuman mati atau pidana seumur hidup atau selama waktu

tertentu paling lama dua puluh tahun.
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Berdasarkan akibat yang ditimbulkan, maka pelaku tindak pidana illegal fishing juga

dapat dijerat Pasal 187 KUHP Tentang yang membahayakan keamanan umum bagi

orang atau barang, dengan hukuman terberatnya pidana seumur hidup atau selama

waktu tertentu paling lama dua puluh tahun. Jika karenanya timbul bahaya bagi

nyawa orang lain dan mengakibatkan matinya orang lain Modus operandi kejahatan

illegal fishing mempunyai sifat spesifik dibandingkan dengan kejahatan lainya

berkaitan dengan kejahatan di wilayah perairan negara Republik Indonesia baik yang

dilakukan oleh orang perseorangan ataupun melibatkan pihak-pihak yang terkait

sebagai organization crime. Pencegahan tindak pidana ini dapat dilakukan dengan

pendekatan sistem termasuk sebagai sub sistem adalah koordinasi terpadu antar lintas

negara (transnational) maupun lemabaga otoritas di bidang kelautan dan perikanan.

Penanggulangan kejahatan illegal fishing secara represif dengan menggunakan

kerangka KUHP merupakan tindakan pemberantasan dan sekaligus penumpasan

terhadap kejahatan oleh aparat penegak hukum dalam sistem peradilan pidana (crimal

justice system). Penegakan hukum secara represif menempatkan Polri sebagai sub-

sistem dari sistem peradilan pidana dalam penanganan illegal fishing pada

hakekatnya merupakan tujuan dari penyelenggaraan sistem peradilan pidana seperti

diamanatkan oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah untuk mencari

kebenaran materiil (substantial truth) dan melindungi hak-hak asasi manusia

(protection of human rights). Tujuan ini merupakan tujuan besar dan utama dari

proses sistem peradilan Pidana. Penyelenggaraan kegiatan mencari kebenaran materiil

meskipun bermuara di dalam pemeriksaan sidang Pengadilan, hendaknya proses

kegiatan ini dimulai dari pemeriksaan di tingkat penyidikan oleh sub sistem
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kepolisian, sebab sub kepolisian ini merupakan pintu gerbang yang dapat menentukan

suatu dugaan terjadinya tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan atau tidaknya

bagi pelaku yang diperiksa dapat di identifikasikan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut

mengenai tindak pidana pencurian ikan dan memaparkannya kedalam skripsi ini

dengan judul “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian Ikan (Illegal Fishing) Di

Wilayah Perairan Indonesia (Studi Pada Polisi Air Laut (Polair) Polda Lampung)”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai

berikut :

a. Bagaimanakah karakteristik tindak pidana pencurian ikan berdasarkan Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan?

b. Bagaimanakah upaya penegakan hukum terhadap praktek tindak pidana pencurian

ikan di wilayah perairan Indonesia?

c. Kendala-kendala apakah yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap

tindak pidana pencurian ikan?

2. Ruang Lingkup

Agar dalam pembahasan ini tidak terlalu luas dan tersusun secara sistematis maka

penulisan membatasi ruang lingkup pembahasan masalah pada karakteristik tindak

pidana pencurian ikan oleh nelayan asing di dalam melakukan pencurian ikan serta
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upaya penegakan hukum dalam mengatasi praktek tindak pidana pencurian ikan di

wilayah perairan Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini

bertujuan untuk mengetahui :

a. Karakteristik tindak pidana pencurian ikan berdasarkan Undang-Undang Nomor

31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

b. Upaya penegakan hukum terhadap praktek tindak pidana pencurian ikan di

wilayah perairan Indonesia.

c. Kendala-kendala yang dihadapi dalam upaya penegakan hukum terhadap tindak

pidana pencurian ikan.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini mencakup kegunaan teoritis dan kegunaan praktis, yaitu:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran

dalam rangka pengembangan ilmu hukum pidana yang menyangkut upaya

penegakan hukum terhadap tindak pidana yang terjadi diperairan Indonesia.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan kepada Praktisi

Hukum dan masyarakat khususnya pemberlakuan Undang-Undang No. 6 Tahun
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1996 tentang Perairan Indonesia, dan turut serta berpartisipasi dalam upaya

penegakan hukum terhadap tindak pidanayang terjadi di perairan Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep konsep yang merupakan abstraksi dari hasil

pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan

identifikasi terhadap dimensi-dimensi social yang dianggap relefan oleh peneliti.

(Soerjono Soekanto,1986:125).

Pemberantasan praktek illegal fishing pada dasarnya diarahkan pada

pertanggungjawab pelaku tindak pidana illegal fishing yang tidak dapat dipisahkan

dari kriminalisasi. Kriminalisasi illegal fishing berlandaskan pada perangkat

peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana perikanan

sebagai suatu kejahatan kekayaan negara dan berpengaruh pada perekonomian

nasional. Perkembangan kriminalitas yang berkaitan dengan bidang ekonomi dewasa

ini telah mengalami perkembangan yang cukup mengkhawatirkan, oleh karena itu

setidak-tidaknya ada dua unsur kualitas dari hukum yang harus dipenuhi supaya

sistem kriminalisasi kejahatan ekonomi berfungsi yakni: Pertama, stabilitas (stability)

dimana hukum berpotensi untuk menjaga keseimbangan dan mengakomodasi

kepentingan-kepentingan yang saling bersaing. Kedua, meramalkan (predictability)

yang berfungsi untuk meramalkan akibat dari suatu langkah-langkah yang diambil

khususnya penting bagi negeri yang sebagaian rakyatnya untuk pertama kali
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memasuki hubungan-hubungan ekonomi melampaui lingkungan sosial dan

tradisional. Kriminalisasi kejahatan ini di bidang ekonomi ini lazim dikategorikan

sebagai white collar crime.

Penerapan hukum pidana menitikberatkan pada upaya refresif (penindakan/

pemberantasan/penumpasan) sesudah tindak pidana terjadi dengan menggunakan cara

penal seperti melakukan penangkapan, pemeriksaan, dan penindakan terhadap tindak

pelaku pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing dengan menerapkan

sanksi pidana yang sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

dan Kitab Undang-Undang Acara Pidana serta Undang-Undang No. 31 Tahun 2004.

Pasal 1 butir ke (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Republik Indonesia, menentukan bahwa penyelidikan merupakan serangkaian

tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga

sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

menurut cara yang diatur dalam undang-undang.

Selanjutnya di dalam Pasal 1 butir ke (13), dinyatakan bahwa penyidikan adalah

serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam

undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu

membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan

tersangkanya.

Pelaksanaan penegakan hukum terutama dilaut/perairan Indonesia haruslah selalu

berpegangan teguh kepada aturan-aturan hukum yang berlaku sehingga dalam
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perencanaan penegakkan hukum dapat mencegah timbulnya kejahatan (onrech in

potentie) dan tidak hanya memberantas kejahatan yang secara nyata terjadi (onrech in

actu) (Soerjono Soekanto, 1986:98).untuk mnganalisis tindak pidana pencurian ikan

yang dilakukan oleh nelayan asing digunakan pendapat yang dikemukakan oleh

Soerjono Soerkanto, yaitu:

a. Faktor hukum (undang–undang)

b. Faktor penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang menerapkan undang-undang

c. Faktor fasilitas, sarana dan prasarana yang mendukung penegakan hukum

d. Faktor masyarakat, yaitu faktor lingkungan dimana hukum tersebut diterapkan

e. Faktor kebudayaan yakni sebagai hasil karya cipta rasa yang didasarkan pada

karsa manusia dalam pergaulan hidup. (Soerjono Soekanto,1981:5)

2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubuangan antara konsep-kosep

khusus yang merupakan kumpulan dari arti yang yang berkaitan dengan istilah yang

diteliti (Soerjono Soekanto,1986:132).

Adapun pengertian dasar dari istilah-istilah yang dipergunakan dalam penulisan

skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai

yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang

mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk

menciptakan (sebagai social engineering), memelihara dan mempertahankan
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(sebagai social control) kedamaian pergaulan hidup (Soerjono Soekanto,

1983:13).

b. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum, larangan mana

yang disertai dengan ancaman/sanksi yang berupa pidana tertentu bagi siapa saja

yang melanggar larangan tersebut. (Moeljatno, 2005 : 37)

c. Pencurian ikan adalah melakukan perbuatan pencurian terhadap wilayah perairan

Negara lain, dengan maksud memiliki barang atau ikan yang dicuri di dalam

perairan Negara Indonesia (Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang

Perikanan)

d. Perairan Indonesia adalah laut toritorial Indonesia beserta perairan kepulauan dan

perairan pedalamannya. (Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang No. 6 Tahun 1996

tentang Perairan Indonesia).

E. Sistematika Penulisan

I. PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang penulisan permasalahan yang akan

dibahas beserta ruang lingkupnya. Selanjutnya memuat tujuan dan kegunaan

penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Merupakan bab tinjauan pustaka sebagai pengantar dalam memahami arti kejahatan

serta penegakan hukum dan segala aspek yang berkaitan antara lain pengertian

penyidikan, tugas dan wewenang penyidik, pengertian tindak pidana, jenis-jenis

tindak pidana, serta pengertian pencurian.
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III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian berupa

langkah-langkah yang akan digunakan dalam melakukan pendekatan masalah,

penguraian tentang sumber data dan jenis data, serta prosedur analisis data yang telah

didapat.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini membahas pokok-pokok permasalahan yang ada dalam skripsi serta

menguraikan pembahasan dan memberikan masukan serta penjelasan tentang faktor-

faktor yang mendorong terjadinya pencurian ikan oleh nelayan asing, modus operandi

nelayan asing di dalam melakukan pencurian ikan serta pelaksanaan penyidikan

tindak pidana pencurian ikan yang dilakukan oleh nelayan asing di perairan Pripinsi

Lampung.

V. PENUTUP

Merupakan Bab Penutup dari penulisan skripsi yang secara singkat berisikan hasil

pembahasan dari penelitian yang telah dilakukan dan kesimpulan serta saran-saran

yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas.


